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	Abstract: This study aims to provide a juridical analysis of the Public Prosecutor’s indictment and the judge’s legal considerations in a forestry crime based on Malili District Court Decision Number 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. This study employs normative legal research using a Legal Case Study approach. Data obtained through literature research and documentation were analyzed qualitatively and presented descriptively to address the research problems. The findings indicate that the Public Prosecutor’s indictment was formulated as a single indictment based on Article 78 paragraph (3) in conjunction with Article 50 paragraph (2) letter a of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, as amended by the relevant legislation concerning Job Creation. The indictment was considered appropriate because it was supported by facts concerning the legal status of the forest area, the defendant’s conduct, and the absence of authorization to work on, use, and/or occupy the forest area unlawfully. The judge’s legal considerations were based on the elements of the offense, witness testimony, the defendant’s admission, evidence, physical evidence, and facts established during the trial, leading the court to find the defendant legally and convincingly guilty of committing a forestry crime. However, the imprisonment sentence of 1 year and 6 months was considered relatively lenient in light of the aggravating circumstance that the defendant’s conduct disturbed the community and caused environmental damage, as well as the criminal threat stipulated in the relevant provision. Therefore, the enforcement of forestry criminal law should consider not only legal certainty in establishing criminal liability but also the proportionality of punishment, environmental protection, and deterrent effect.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kehutanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja. Dakwaan tersebut dinilai sesuai dengan perbuatan yang didakwakan karena didukung oleh fakta mengenai status kawasan hutan, perbuatan terdakwa, dan ketiadaan izin untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pertimbangan hukum hakim dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta persidangan, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan. Namun, pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dinilai relatif ringan apabila dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang meresahkan dan merusak lingkungan serta ancaman pidana dalam ketentuan yang didakwakan. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana kehutanan perlu memperhatikan tidak hanya kepastian hukum dalam pembuktian kesalahan, tetapi juga proporsionalitas pidana, perlindungan lingkungan, dan efek pencegahan.
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PENDAHULUAN
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan. Keberadaan hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks negara Indonesia, penguasaan dan pemanfaatan hutan harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga keberlanjutan fungsi hutan dan kelestarian lingkungan. Tugas Akhir Marcelina menegaskan bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat serta mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi yang harus dijaga secara seimbang dan lestari. 
Secara normatif, penguasaan negara terhadap sumber daya hutan bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa seluruh hutan dalam wilayah Republik Indonesia beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan. 
Kawasan hutan memiliki fungsi yang berbeda sesuai karakteristik dan penetapannya. Hutan lindung, misalnya, memiliki fungsi pokok untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, termasuk mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu, kegiatan yang dapat mengubah fungsi kawasan hutan, seperti membuka kebun, mendirikan bangunan, atau melakukan pemanfaatan lainnya tanpa dasar hukum yang sah, berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap fungsi ekologis kawasan tersebut. 
Dalam praktiknya, pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah masih menjadi persoalan di berbagai wilayah. Tugas Akhir Marcelina menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber daya hutan dapat meningkat akibat pertambahan penduduk dan kebutuhan lahan untuk pertanian maupun kegiatan ekonomi lainnya. Di Kabupaten Luwu Timur, misalnya, terdapat berbagai laporan mengenai aktivitas perambahan dan pemanfaatan kawasan hutan pada sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Malili. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan kewajiban mempertahankan fungsi dan status kawasan hutan. 
Pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat melahirkan persoalan hukum pidana. Kerusakan hutan dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan lingkungan, antara lain meningkatnya risiko erosi, banjir, kekeringan, dan gangguan terhadap tata air. Oleh karena itu, hukum kehutanan menempatkan larangan terhadap tindakan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap sumber daya hutan dan fungsi ekologisnya. 
Dalam konteks penegakan hukum pidana kehutanan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum mempunyai kedudukan penting karena menjadi dasar pemeriksaan perkara dan batas bagi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara pidana. Ketepatan dalam merumuskan bentuk dan dasar hukum dakwaan menjadi penting untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa ditempatkan pada ketentuan pidana yang tepat serta dapat diuji berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.
Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk tunggal dengan mendasarkan dakwaan pada Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja. Dakwaan tersebut ditujukan terhadap perbuatan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 
Dalam pemeriksaan perkara, hakim kemudian harus menilai apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tugas Akhir menjelaskan bahwa pertimbangan hukum atau ratio decidendi merupakan dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dan harus disusun secara sistematis, logis, serta bertumpu pada alat bukti dan fakta persidangan. 
Dalam perkara a quo, hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Berdasarkan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tersebut, alat bukti, barang bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. 
Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga berkaitan dengan pemidanaan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan tertentu apabila denda tidak dibayar. Barang bukti berupa satu unit excavator dan kunci excavator dirampas untuk negara. Dalam Tugas Akhir, penulis menilai bahwa pidana yang dijatuhkan relatif ringan apabila dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang meresahkan dan merusak lingkungan serta ancaman pidana dari ketentuan yang didakwakan. 
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kajian terhadap hubungan antara ketepatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana kehutanan. Dakwaan harus mampu menggambarkan perbuatan pidana secara tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hakim harus menilai dakwaan tersebut melalui pembuktian dan fakta persidangan secara cermat agar putusan yang dijatuhkan memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, analisis tidak hanya diarahkan pada apakah terdakwa terbukti bersalah, tetapi juga pada bagaimana konstruksi dakwaan dan pertimbangan hukum tersebut dibangun.
Penelitian terhadap Putusan PN Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll menjadi relevan karena perkara tersebut memperlihatkan secara konkret penerapan ketentuan pidana kehutanan terhadap perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Penelitian juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana norma hukum kehutanan diterapkan melalui proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Tugas Akhir Marcelina memang memusatkan penelitian pada dua persoalan tersebut, yaitu analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan analisis pertimbangan hukum hakim. 
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kehutanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum kehutanan, khususnya mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah serta kualitas argumentasi hukum dalam proses penegakan hukum.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut. Tugas Akhir secara eksplisit menyatakan bahwa penelitian menggunakan metode normatif melalui pendekatan studi kasus hukum.

2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malili, sebagai institusi yang menangani perkara dan menerbitkan Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. Penentuan lokasi tersebut berkaitan langsung dengan objek penelitian dan diperlukan untuk memperoleh data yang mendukung analisis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana kehutanan.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, termasuk dokumen perkara dan informasi yang diperoleh dalam rangka penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum kehutanan, dan perkara yang diteliti.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan tindak pidana kehutanan. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen dan bahan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll sebagai objek utama penelitian.
Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara, kemudian menguraikannya secara sistematis untuk menjawab permasalahan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kehutanan berdasarkan Putusan PN Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. Metode ini sejalan dengan abstrak Tugas Akhir yang menyatakan bahwa data yang tepat dan relevan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

2.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll. Pembahasan tidak diarahkan pada seluruh persoalan hukum kehutanan secara umum, tetapi difokuskan pada konstruksi dakwaan, penerapan ketentuan pidana yang didakwakan, pembuktian unsur tindak pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan. Rumusan ini sesuai dengan dua fokus utama penelitian dalam Tugas Akhir.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kehutanan
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana sekaligus menjadi batas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, dakwaan harus disusun secara cermat dengan menggambarkan perbuatan yang didakwakan serta ketentuan pidana yang dianggap telah dilanggar. Dalam perkara yang diperiksa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal. 
Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan konstruksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum menempatkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana kehutanan berupa mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 
Pemilihan bentuk dakwaan tunggal dinilai sesuai dengan konstruksi perkara sebagaimana diuraikan dalam Tugas Akhir. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan beberapa alternatif tindak pidana, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan konstruksi perkara hanya terdapat satu tindak pidana yang diyakini dapat dibuktikan terhadap terdakwa. Dalam perspektif penulis Tugas Akhir, penggunaan dakwaan tunggal tersebut sudah tepat karena tidak ditemukan tindak pidana lain yang perlu didakwakan secara alternatif atau kumulatif. 
Dari sisi materiil, dakwaan tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pembukaan atau pengolahan lahan menggunakan alat berat berupa excavator. Berdasarkan fakta yang dirangkum dalam Tugas Akhir, saksi-saksi memperoleh informasi bahwa lahan tersebut digarap oleh terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa bersama alat berat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan ahli kehutanan serta ahli pengukuran dan perpetaan juga menerangkan bahwa lokasi pembukaan lahan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. 
Status kawasan tersebut didukung oleh penetapan kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019. Selain itu, berdasarkan uraian perkara dalam Tugas Akhir, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan tersebut. Fakta mengenai status kawasan dan tidak adanya izin menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara perbuatan faktual terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. 
Konstruksi dakwaan kemudian diuji melalui unsur-unsur ketentuan pidana yang digunakan. Dalam perkara ini, unsur utama yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah “setiap orang” dan “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.” Artinya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dasar yang cukup spesifik untuk menguji identitas subjek hukum dan perbuatan materiil yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum kehutanan. 
Dari aspek subjek hukum, unsur “setiap orang” diarahkan untuk memastikan bahwa orang yang didakwa adalah subjek yang benar-benar dimaksud dalam surat dakwaan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim merujuk pada pengertian “setiap orang” yang dipersamakan dengan terminologi “barang siapa” dan kemudian memastikan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, majelis menyatakan unsur tersebut terpenuhi. 
Sementara itu, unsur perbuatan “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” mempunyai arti penting karena menghubungkan aspek subjektif berupa kesengajaan dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa apabila unsur “dengan sengaja” ditempatkan sebelum unsur perbuatan lainnya, maka kesengajaan tersebut meliputi perbuatan yang berada setelahnya. Karena itu, pembuktian kesengajaan dikaitkan dengan pembuktian perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 
Berdasarkan konstruksi tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum memiliki keterkaitan yang jelas antara status hukum kawasan, perbuatan terdakwa, ketiadaan izin, dan ketentuan pidana yang diterapkan. Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, dan barang bukti menjadi dasar untuk menguji apakah perbuatan yang didakwakan benar dilakukan oleh terdakwa dan apakah perbuatan tersebut terjadi pada kawasan yang secara hukum berstatus sebagai kawasan hutan. 
Setelah memeriksa dakwaan dan fakta persidangan, majelis hakim kemudian membuktikan dakwaan tunggal tersebut secara langsung. Tugas Akhir mencatat bahwa setelah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. 
Dengan demikian, secara yuridis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dinilai telah memiliki dasar hukum dan konstruksi yang sesuai dengan perbuatan yang didakwakan. Tugas Akhir menyimpulkan bahwa dakwaan tunggal tersebut telah dilakukan secara baik dan benar dalam rangka penegakan hukum karena didasarkan pada Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Kehutanan beserta perubahan yang berlaku. 
Meski demikian, nilai penting dari analisis dakwaan bukan hanya pada bentuk tunggalnya, tetapi pada ketepatan hubungan antara norma pidana dengan fakta perbuatan yang didakwakan. Dalam perkara ini, keberadaan kawasan hutan, status hukum kawasan, tidak adanya izin, penggunaan alat berat untuk mengolah lahan, serta keterangan saksi dan ahli memberikan dasar faktual untuk menguji unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, dakwaan memiliki hubungan yang cukup erat dengan fakta hukum yang kemudian dibuktikan dalam persidangan. 
Berdasarkan keseluruhan analisis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan PN Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll telah tepat menggunakan bentuk dakwaan tunggal dan mendasarkan tuntutannya pada ketentuan pidana kehutanan yang relevan dengan perbuatan terdakwa. Dakwaan tersebut kemudian dapat diuji melalui pembuktian unsur “setiap orang” serta unsur kesengajaan dalam mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian Marcelina bahwa dakwaan JPU telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan.
3.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Kehutanan
Pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) merupakan dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut harus dibangun secara sistematis, logis, dan berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, doktrin, serta sumber hukum yang relevan. Dalam perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll, pertimbangan hakim diarahkan secara langsung pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. 
Majelis hakim terlebih dahulu memastikan kesesuaian identitas terdakwa dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam pemeriksaan perkara. Berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, majelis menyatakan bahwa orang yang dihadirkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan orang yang didakwa dalam surat dakwaan sehingga unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum. 
Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.” Unsur ini mengandung aspek kesengajaan sekaligus perbuatan materiil. Majelis menjelaskan bahwa ketika kata “dengan sengaja” ditempatkan sebelum unsur perbuatan lainnya, kesengajaan tersebut meliputi perbuatan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian kesengajaan tidak dapat dipisahkan dari pembuktian perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 
Dalam menilai perbuatan materiil tersebut, hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdapat kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan menggunakan alat berat excavator. Keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa lahan tersebut digarap oleh terdakwa, sementara keterangan ahli kehutanan dan ahli pengukuran serta perpetaan kawasan hutan menunjukkan bahwa lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. 
Status kawasan tersebut diperkuat dengan dokumen penetapan kawasan hutan, termasuk SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan tersebut. Rangkaian fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menghubungkan perbuatan terdakwa dengan unsur “secara tidak sah” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang didakwakan. 
Pertimbangan hakim juga tidak hanya bersandar pada satu alat bukti. Tugas Akhir menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah seluruh unsur dianalisis, majelis menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. 
Dari sisi penegakan hukum, pertimbangan tersebut dapat dinilai telah menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara norma hukum, fakta persidangan, dan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Hakim tidak hanya merujuk pada keberadaan perbuatan membuka atau mengolah lahan, tetapi juga memastikan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan secara hukum dan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, unsur tindak pidana tidak hanya dilihat secara faktual, tetapi juga dikaitkan dengan status hukum objek dan ketiadaan dasar izin.
Setelah menyatakan terdakwa terbukti bersalah, hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Barang bukti berupa satu unit excavator dan satu buah kunci excavator dirampas untuk negara, sedangkan sejumlah dokumen dikembalikan kepada pihak yang ditentukan dalam amar putusan. 
Dalam aspek pemidanaan, Tugas Akhir memberikan penilaian kritis bahwa pidana penjara 1 tahun 6 bulan dinilai terlalu ringan apabila dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang dianggap meresahkan dan merusak lingkungan, serta dengan ancaman pidana yang terdapat dalam ketentuan yang didakwakan. Penilaian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana yang relatif ringan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku maupun masyarakat. 
Penilaian tersebut menunjukkan adanya dua aspek yang perlu dibedakan dalam putusan, yaitu ketepatan pertimbangan mengenai terbuktinya tindak pidana dan proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan. Dari aspek pertama, Tugas Akhir menilai pertimbangan hakim telah tepat karena didasarkan pada alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta persidangan. Namun, dari aspek pemidanaan, Tugas Akhir menilai pidana yang dijatuhkan belum optimal apabila dikaitkan dengan dampak perbuatan terhadap lingkungan dan kebutuhan memberikan efek jera. 
Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dapat dinilai tepat dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana, karena didukung oleh konstruksi dakwaan, pembuktian identitas terdakwa, status kawasan hutan, ketiadaan izin, keterangan saksi dan ahli, serta fakta penggunaan alat berat dalam pengolahan lahan. Tugas Akhir sendiri menyimpulkan bahwa hakim telah melakukan penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan. 
Akan tetapi, dari perspektif tujuan pemidanaan dan perlindungan lingkungan, terdapat ruang evaluasi terhadap berat-ringannya pidana. Kerusakan atau gangguan terhadap fungsi kawasan hutan bukan hanya berdampak pada kepentingan individual, tetapi dapat berimplikasi pada fungsi ekologis dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan tidak hanya kesalahan pelaku, tetapi juga dampak perbuatan dan kebutuhan pencegahan agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi.
Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll telah didasarkan pada fakta persidangan dan pembuktian unsur-unsur dakwaan, sehingga putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah mempunyai dasar hukum dan pembuktian yang jelas. Namun, berat pidana yang dijatuhkan dapat dikritisi karena dinilai relatif ringan dibandingkan tingkat ancaman pidana serta keadaan yang memberatkan yang dipertimbangkan dalam perkara tersebut. 
Dengan demikian, kualitas pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dapat dipandang telah memenuhi aspek kepastian hukum dalam menentukan kesalahan terdakwa, tetapi aspek kemanfaatan dan efek jera melalui pemidanaan masih dapat menjadi bahan evaluasi. Hal tersebut penting agar penegakan hukum kehutanan tidak hanya menghasilkan putusan yang menyatakan pelaku terbukti bersalah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kawasan hutan dan memberikan pesan pencegahan kepada masyarakat.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Dakwaan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Putusan PN Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll, dapat disimpulkan bahwa:
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal dan didasarkan pada Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja. Dakwaan tersebut dinilai sesuai dengan perbuatan yang didakwakan karena menghubungkan status kawasan hutan, perbuatan terdakwa, ketiadaan izin, serta unsur tindak pidana yang harus dibuktikan. Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan. 
2. Pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti, barang bukti, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebelum menyatakan terdakwa bersalah. Dengan demikian, dari aspek pembuktian dan penentuan kesalahan, pertimbangan hakim telah diarahkan pada fakta hukum yang relevan dengan dakwaan. 
3. Meskipun demikian, dari aspek pemidanaan, Tugas Akhir menilai bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan relatif ringan apabila dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang meresahkan dan merusak lingkungan, serta ancaman pidana dalam ketentuan yang didakwakan. Oleh karena itu, aspek proporsionalitas dan efek jera masih dapat menjadi bahan evaluasi dalam penjatuhan sanksi pada perkara tindak pidana kehutanan. 
Dengan demikian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam perkara ini secara yuridis telah memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kehutanan, namun efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh pembuktian kesalahan, melainkan juga oleh proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Pemidanaan yang tepat diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap kawasan hutan, serta efek pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kehutanan di kemudian hari.
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